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PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR PR-ITJEN 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih, efektif, dan akuntabel pada
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri perlu disusun
prosedur dan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri
di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tentang
Pedoman  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 907);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
Per-22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Nomor PR-ITJEN 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Kegiatan
Inspektorat Jenderal;

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat
Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan negara.

Konsinyering adalah pengumpulan/proses
mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel,
penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menggarap
pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus
segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta
dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan
berlangsung.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
Tempat Tujuan adalah tempat/lokasi kota yang menjadi
tujuan Perjalanan Dinas.

Pengumandahan (Detasering) adalah  penugasan
sementara waktu.

Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat
perintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
sebagai pemberi tugas untuk melaksanakan tugas
sebagaimana diperintahkan dalam surat tugas tersebut,
yang antara lain berisi nomor, nama, tempat, maksud dan
tujuan, jangka waktu dan tanggal pelaksanaan tugas,
serta pejabat yang memberi tugas.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap
dan pihak lain.

Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri,
dan pegawai tidak tetap, dan pihak lain yang
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Biaya Riil (at cost) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas adalah
dokumen bukti yang mendukung telah terlaksananya
perjalanan dinas.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

12. Pejabat...



12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan
pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

14. Verifikator adalah pegawai yang diberi tugas membantu
PPK dalam menilai kesesuaian, kelengkapan dan
kewajaran bukti-bukti pengeluaran Perjalanan Dinas.

15. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial
officer) yang digunakan sebagai acuan penghitungan
kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

16. SIAU Modul Keuangan adalah Sistem Informasi Audit
yang mengelola proses perjalanan dinas di lingkungan
Inspektorat Jenderal.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mengatur mengenai
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang
dilakukan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari
Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan untuk melaksanakan
tugas, dan kembali ke Tempat Kedudukan di dalam negeri
serta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Maksud pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Perjalanan Dinas ini adalah:

a. tercapainya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan
dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di
lingkungan Inspektorat Jenderal,;

b. tercapainya perjalanan dinas yang lebih tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tujuan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Perjalanan Dinas ini adalah menjadi:

a. pedoman bagi Pelaksana SPD dalam melaksanakan
tugas dan pertanggungjawaban perjalanan dinasnya;

b. pedoman...
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b. pedoman bagi Verifikator dalam melakukan verifikasi
Perjalanan Dinas; dan
c. dasar penghitungan pembiayaan Perjalanan Dinas.

BAB IV
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan = prioritas yang  berkaitan  dengan
penyelenggaraan pemerintahan;

ketersediaan anggaran dan  kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal;

efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja
negara; dan

transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah
pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya
perjalanan dinas.

BAB V
KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas yang melewati batas kota; dan
b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan
wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara,
Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam; dan
b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan
8 (delapan) jam.

Pasal 6

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

Pas o

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
Pengumandahan (Detasering);

menempuh uyjian dinas/ujian jabatan,;

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh...
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(3)

(4)
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memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas;

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
mengikuti pendidikan dan pelatihan;
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal
dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal
dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota
tempat pemakaman; atau

menjadi narasumber.

Pasal 7
Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan
sosialisasi/bimbingan teknis/diseminasi workshop/Focus

Group Discussion (FGD)/ pertemuan/rapat
koordinasi/rapat pimpinan di luar kantor penyelenggara
kegiatan.

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dimaksud
pada ayat (1), dapat diselenggarakan di luar kantor
dengan ketentuan:

a. berpedoman pada Standar Biaya;

b. melibatkan kantor vertikal dan/atau

kementerian/lembaga lain;

berskala regional /nasional/internasional;

d. dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu
dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif;
dan

e. mendapat persetujuan dari KPA.

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dapat

diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilaksanakan di gedung
pertemuan/hotel/balai sidang di dalam kota atau di luar
kota penyelenggara kegiatan.

Rapat di luar kantor yang dilaksanakan di luar kota wajib

menggunakan metode fullboard, kecuali menghadiri

undangan rapat yang dilaksanakan pihak di luar

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pelaksana rapat di luar kantor yang dilaksanakan di luar

kota dapat diberikan menginap H-1 dan H+1 sesuai

kebutuhan secara efektif, efisien, dan wajar.

o

BAB VI...
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(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

BAB VI
SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 8

ST paling sedikit mencantumkan:

pemberi tugas;

pelaksana tugas;

waktu pelaksanaan tugas;

tempat pelaksanaan tugas;

e. keperluan tugas.

ST menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK.

Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai

perintah Inspektur Jenderal/Sekretaris Inspektorat

Jenderal yang tertuang dalam ST.

ST dibuat berdasarkan usulan Perjalanan Dinas yang

sebelumnya telah disetujui oleh Inspektur

Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pembuatan usulan ST dan persetujuan ST dilakukan

melalui SIAU Modul Keuangan.

Usulan ST yang diajukan tanpa melalui SIAU Modul

Keuangan hanya dapat dilakukan pada saat sistem

mengalami gangguan atau ST yang bersifat rahasia.

Usulan pelaksanaan Perjalanan Dinas diajukan dengan

ketentuan:

a. paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
kegiatan pengawasan;

b. paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan kegiatan non pengawasan kecuali
dalam rangka menghadiri undangan, penanganan
pengaduan dan kegiatan-kegiatan penting/segera
sesuai perintah pimpinan;

Usulan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan:

a. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang akan digunakan;

b. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau TOR yang

disusun oleh penanggung jawab kegiatan;

surat undangan; dan

Surat Pernyataan terhadap usulan kegiatan

rapat/seminar dan sejenisnya yang dilakukan di luar

kantor sesuai dengan Form Surat Pernyataan

Pelaksanaan Konsinyering sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai

dengan tanggal dan lokasi penugasan pada ST dapat

dilakukan permintaan perubahan ST dengan ketentuan
sebagai berikut:

oo

o 0

a. penambahan...
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a. penambahan atau perubahan objek kegiatan,
kriteria atau jumlah hari penugasan pada kegiatan
audit dilakukan dengan pengusulan kembali Nota
Dinas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan
perubahan kegiatan dari Inspektur terkait kepada
Inspektur Jenderal.

b. perubahan jadwal pelaksanaan penugasan yang
tidak mempengaruhi jumlah hari penugasan dan
lokasi penugasan diberikan toleransi maksimal 2
(dua) hari dengan tidak diterbitkan ST baru disertai
dengan Surat Pernyataan sesuai dengan Form Surat
Keterangan Perubahan  Pelaksanaan  Tanggal
Kegiatan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Inspektur Jenderal ini;

c. pelaksanaan terhadap penambahan atau perubahan
objek sebagaimana huruf a di atas, kriteria atau
jumlah  hari penugasan dilakukan dengan
pengusulan kembali kegiatan dari Inspektur terkait
kepada Inspektur Jenderal;

d. apabila terdapat perubahan usulan pada saat ST
belum disahkan, agar disampaikan nota dinas
perubahan usulannya kepada Sekretaris Inspektorat
Jenderal c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan.

e. pada saat ST sudah disahkan, agar usulan
perubahan menggunakan mekanisme yang sama
dengan pengajuan awal usulan kegiatan dengan
dilengkapi justifikasi.

(10) Ketentuan mengenai permintaan perubahan ST

sebagaimana tercantum dalam ayat (9) huruf a, b, dan c

dilaksanakan dengan persetujuan pimpinan unit eselon II

terkait.
(11) Lampiran SPD dicap dan ditandatangani oleh
pejabat/kepala kantor/satuan kerja/pejabat

pemerintahan pusat, daerah/BUMN atau hotel tempat
melaksanakan kegiatan sesuai dengan lokasi penugasan
yang tercantum dalam ST termasuk perubahannya.

(12) Tanggal dan/atau hari dalam Lampiran SPD sesuai
dengan pelaksanaan penugasan.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9
Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari komponen-komponen
sebagai berikut:
uang harian;
biaya transpor;
biaya penginapan;
uang representasi;
sewa kendaraan; dan/atau

>0 o

f. biaya...
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biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 10

Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a

dibayarkan secara Ilumpsum dan merupakan batas

tertinggi sesuai Standar Biaya.

Uang harian diberikan sebesar 60% (enam puluh persen)

dari satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam hal:

a. Dbiaya transpor lokal dibayarkan secara at cost untuk
Perjalanan Dinas yang memiliki lebih dari satu lokasi
tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama;

b. transportasi lokal yang dilakukan dengan
menggunakan sewa kendaraan roda empat dan
dibayarkan paling tinggi sesuai Standar Biaya.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan

dinas dengan mengacu pada jumlah hari yang tercantum
dalam ST dan SPD.

Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak

diberikan terhadap Perjalanan Dinas untuk mengikuti

rapat, seminar, dan sejenisnya di dalam kota yang
diselenggarakan di dalam kantor penyelenggara berupa
ruang rapat/aula/serbaguna dan sejenisnya.

Uang harian untuk pelaksanaan kegiatan rapat atau

pertemuan di luar kantor penyelenggara dalam bentuk

kegiatan halfday, fullday, atau fullboard dilaksanakan
sesuai Standar Biaya.

Bagi pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas

Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan

struktural dan fungsional serta mengikuti pendidikan

setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1

(satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari

pada saat kepulangan.

Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada peserta

diklat dalam hal biaya Perjalanan Dinas tidak ditanggung

oleh panitia penyelenggara.

Pasal 11
Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf
b dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan
sesuai Standar Biaya.
Transportasi dapat menggunakan:
taksi konvensional/online;
bus;
kapal laut;
pesawat udara;
kereta api;
sewa kendaraan (mobil, speedboat, pesawat,
helikopter); dan/atau lainnya.

O Q0o

(3) Biaya...
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Biaya transpor dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota

Sekitar (One Way) atau biaya transpor dari dan/atau ke

terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan menggunakan

metode lumpsum dan tidak perlu melampirkan bukti
pengeluaran yang sah.

Dalam hal biaya transpor memerlukan biaya melebihi

Standar Biaya yang ditetapkan, dapat diberikan sesuai

Biaya Riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau

ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi

dengan mencantumkan bukti pengeluaran yang sah.

Biaya transpor melalui sewa kendaraan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf f dapat dibayarkan sesuai

Biaya Riil dengan mempertimbangkan efektivitas,

efisiensi, dan kewajaran, kecuali untuk sewa mobil yang

dibatasi paling tinggi dari tarif yang tercantum dalam

Standar Biaya.

Biaya transpor dipertanggungjawabkan berdasarkan

bukti pengeluaran yang sah.

Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) berupa tiket bus, tiket kapal laut, tiket pesawat

dan tiket kereta api dengan dilampirkan boarding pass.

Penambahan biaya yang timbul akibat mengubah jadwal

tiket bus, kapal laut, kereta api, dan pesawat tidak dapat

diganti kecuali:

a. terdapat penugasan lain yang sifatnya penting dan
mendadak; dan/atau

b. terdapat kendala atau hambatan di luar kendali
Pelaksana SPD;

Pertanggungjawaban penambahan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), melampirkan ST dan Surat

Keterangan yang ditandatangani oleh pejabat atau

personel dengan jabatan satu tingkat di atas Pelaksana

SPD terkait.

Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, biaya

yang timbul dapat dibayarkan dengan dilengkapi

dokumen pendukung.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka

pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (10) meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD atau
paling rendah pimpinan unit eselon II bagi Pelaksana
SPD, sesuai dengan Form Surat Pernyataan
Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal
ini;

b. Surat...



(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

-11 -

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan sesuai dengan Form Surat
Pernyataan = Pembebanan  Biaya  Pembatalan
Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Inspektur Jenderal ini; dan

c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya
transpor dan/atau biaya penginapan.

Perjalanan Dinas yang menggunakan mobil dinas jabatan

kantor tidak diberikan biaya BBM.

Dalam hal Pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas ke

luar kota menggunakan kendaraan pribadi dapat

diberikan penggantian biaya setara dengan harga BBM

PERTAMAX dengan konsumsi 1 liter/15 km (di luar biaya

tol) atau yang perhitungannya sesuai dengan Form

Penggantian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Inspektur Jenderal ini.

Pasal 12

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9

huruf c¢ merupakan biaya yang diperlukan untuk

menginap di:

a. hotel; atau

b. tempat menginap lainnya pada kota tempat kegiatan
yang sama.

Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya

penginapan dapat diberikan:

a. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang
digunakan oleh Pelaksana SPD lainnya; atau

b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Standar
Biaya Kota Tempat Tujuan, apabila seluruh
Pelaksana SPD tidak menginap di hotel.

Dengan dilengkapi surat pernyataan tidak menginap di

hotel sesuai dengan Form Surat Keterangan Tidak

Menginap di Hotel sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan

untuk:

a. Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan)
jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari
yang sama,

b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar,
dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket
meeting fullboard; dan

c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan.

Pasal 13...
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Pasal 13
Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf
d hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan
Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan.

Pasal 14

(1) Kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-
menerus), mobilitas tinggi/berskala besar dan/atau tidak
tersedia kendaraan dinas, transportasi lokal atau umum
dapat untuk sewa kendaraan.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 11
ayat (2) dilakukan secara efektif serta efisien dengan
melampirkan:

a. Surat pernyataan sewa kendaraan sesuai dengan
Form Surat  Pernyataan Sewa  Kendaraan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Inspektur Jenderal ini;

b. Kuitansi sewa kendaraan dilengkapi dengan
Dokumentasi (foto) dan fotokopi STNK;

c. Kuitansi bermaterai dan dokumentasi/foto untuk
sewa speedboat, pesawat, dan/atau helikopter;

d. Persetujuan Batasan Besaran Biaya Sewa sebagai
berikut:

1. sampai dengan Rp5.000.000 persetujuan
Pengendali Teknis;

2. di atas Rp5.000.000 sampai dengan
Rp10.000.000 persetujuan Pengendali Mutu
dan;

3. di atas Rpl10.000.000 persetujuan Inspektur
terkait.

e. Pertanggungjawaban untuk segala biaya sewa
kendaraan untuk transportasi lokal melekat pada
seluruh Pelaksana SPD.

f.  Pertanggungjawaban sewa kendaraan melekat pada
Ketua Tim yang memutuskan untuk pelaksanaan
sewa kendaraan.

Pasal 15
Biaya Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam untuk waktu pergi pulang termasuk
pelaksanaan kegiatannya, maka dapat diberikan uang harian
sesuai dengan Standar Biaya.

Pasal 16
Biaya Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan di luar
kantor sampai dengan 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya
transpor dalam kota sesuai dengan Standar Biaya yang
berlaku dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban:

a. Surat...
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Surat undangan dari pihak penyelenggara
kegiatan/acara;
ST; dan

laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

Kegiatan yang dilaksanakan dalam lokasi perkantoran yang
sama tidak dapat diberikan uang harian dan uang transpor.

Pasal 18

Biaya menjemput/mengantar jenazah  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 huruf f mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

BAB V

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 19

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan secara

mandiri/self assessment oleh Pelaksana SPD sebelum

diverifikasi oleh Verifikator.

Pelaksana SPD menyampaikan pertanggungjawaban

Perjalanan Dinas yang diunggah melalui aplikasi SIAU

Modul Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

ST berakhir.

Kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban Perjalanan

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Surat Tugas dan SPD;

b. Lampiran SPD yang dibubuhi stempel dan
ditandatangani oleh pejabat berwenang di lokasi
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait di
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani;

d. Tiket, boarding pass, bill hotel, dan bukti
pengeluaran lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

e. Laporan pelaksanaan kegiatan.

Surat Pernyataan sebagaimana pada ayat (3) huruf c

merupakan pernyataan atas kebenaran berkas/bukti

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sesuai
dengan Form Surat Pernyataan Kebenaran Atas Bukti-

Bukti Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Dalam hal terdapat kekurangan bukti yang dibutuhkan

untuk penilaian kesesuaian, kelengkapan dan kewajaran

atas biaya-biaya yang dikeluarkan, maka PPK melalui

Person In Charge (PIC) atau penanggungjawab/pelaksana

anggaran di setiap bagian atau Inspektorat akan

melakukan konfirmasi kepada Pelaksana SPD.

(6) Batas...



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)
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Batas waktu pemenuhan bukti sebagaimana pada ayat (5)
paling lambat selama 2 (dua) hari kerja dan apabila terjadi
perbedaan pendapat maka akan diselesaikan oleh KPA.
Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan,
pembayaran hanya akan dilakukan berdasarkan bukti
sah yang tersedia.

BAB VII
PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari:
a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;

dan
d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dicatat menggunakan akun belanja
524111 merupakan Perjalanan Dinas yang melewati batas
kota meliputi kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf d, hurufe,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan
huruf L.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat menggunakan
akun belanja 524113 merupakan Perjalanan Dinas yang
dilaksanakan di dalam kota meliputi kegiatan Perjalanan
Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, huruf
¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
huruf j, huruf k, dan huruf L.
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan hurufl
dicatat menggunakan akun belanja 524114 merupakan
kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 huruf b yang dilaksanakan di dalam kota dan
dibiayai seluruhnya oleh penyelenggara maupun yang
dilaksanakan di dalam kota dan biaya perjalanan
dinasnya ditanggung oleh satker peserta.
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicatat
menggunakan akun belanja 524119 merupakan kegiatan
Perjalana Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
huruf b yang dilaksanakan di luar kota dan dibiayai
seluruhnya oleh  penyelenggara maupun  yang
dilaksanakan di luar kota dan biaya perjalanan dinasnya
ditanggung oleh satker peserta.
Dalam hal uang harian, uang transpor, dan/atau uang
penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
ayat (5) tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka unit
kerja  pemberi tugas menanggung biaya dan
menggunakan akun belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Pasal 21...



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

- 15 -

Pasal 21

Pegawai yang ditugaskan menjadi narasumber pada

suatu kegiatan berhak mendapatkan biaya perjalanan

dinas sebagai berikut:

a. Uang harian;

b. Uang transpor; dan/atau

c. Uang penginapan.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1)

dapat diberikan apabila biaya tersebut tidak ditanggung

oleh pihak penyelenggara kegiatan sehingga tidak terjadi
pembiayaan ganda.

Perjalanan Dinas bagi narasumber dapat

mengikutsertakan pendamping dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Jumlah pendamping bagi setingkat Pejabat Eselon I
dan Eselon II atau yang mewakili membawa
maksimal 2 (dua) orang;

b. Jumlah pendamping bagi setingkat Pejabat Eselon III
atau yang mewakili membawa maksimal 1 (satu)
orang;

c. Setingkat Pejabat Eselon IV ke bawah tidak
membawa pendamping.

Pasal 22
Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan uang muka oleh
Bendahara Pengeluaran maksimal 80% (delapan puluh
persen) dari total usulan sesuai persetujuan PPK.
Usulan kegiatan sebagaimana pasal 8 ayat (7) berlaku
juga sebagai usulan uang muka, dengan melampirkan
usulan nominal uang muka yang diajukan.
Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran uang muka
biaya perjalanan dinas, pelaksana SPD wajib
menyetorkan kembali kelebihan tersebut kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat 3 (tiga) hari setelah
tanggal rampung.
Apabila pelaksana SPD belum mengembalikan sesuai
ketentuan pada ayat (3) akan berdampak pada pemberian
uang muka kegiatan berikutnya pada unit kerja terkait.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Pelaksana SPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
negara yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian
atau kealpaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
atas perjalanan dinas.

BAB X...
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BAB X
PENUTUP

Pasal 24
Semua pengeluaran untuk membiayai Perjalanan Dinas
Jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal wajib berpedoman
dan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam DIPA
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 25
KPA melakukan pengawasan terhadap Peraturan Inspektur
Jenderal ini.

Pasal 26
Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INSPEKTUR JENDERAL,

DJAROT TRI WARDHONO
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LAMPIRAN

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR PR - ITJEN 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. FORM SURAT KETERANGAN PERUBAHAN PELAKSANAAN TANGGAL
KEGIATAN PENGAWASAN

SURAT KETERANGAN

(perubahan pelaksanaan tanggal audit)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP :
Pangkat/Golongan:
Jabatan
Peran : Anggota/Ketua/Dalnis/Daltu/Pengawas
No. ST

Lokasi Penugasan :

Dengan ini menerangkan pelaksanaan ............. (sesuai surat tugas) Tgl. .......... s eeerenenes
(total hari) diundur pelaksanaanya menjadi tanggal ........... s eeeenenenenen (total hari sesuai

dengan lampiran SPD) yang disebabkan karena:

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui, L ,

Inspektur




B.
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FORM SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KONSINYERING

SURAT PERNYATAAN

(pelaksanan konsinyering)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

Jabatan

Satuan Kerja

Kementerian Negara/

Lembaga

Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor satuan kerja
......................................... tidak  mencukupi untuk  menyelenggarakan
............................................................. , sehingga

Dimaksud dilaksanakan di luar kantor.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian

hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan

bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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C. FORM SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt
NIP T ettt eeaas
Jabatan T e eeaes
Unit Organisasi D et
Kementerian/Lembaga L e

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama D e aa e
NIP PP P TP PTPRPPI
Jabatan L e
Unit Organisasi D e
Kementerian/Lembaga T ettt
Nomor Surat Tugas D e

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang

sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat

digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata
surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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D. FORM SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S PPN
NIP PO PPPSUPTOUPPRUPTRR
Jabatan e ettt et e et
Unit Organisasi PP PPPPRPIN
Kementerian/Lembaga PP PUPP PP PPTPI

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas

Nomor:....tanggal....dan SPD Nomor....tanggal....atas nama:
Nama e
NIP LT PSP PPT PP UPTPPRRRt
Jabatan PO PPPSUPTOUPPRUPTRR
Unit Organisasi ettt et aaens
Kementerian/Lembaga e ettt e et

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

Nomor...... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa........... dan biaya
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/ refund
(sebagian/seluruhnya) sebesar................. , sehingga dibebankan pada DIPA

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata
surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab

penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
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E. FORM SURAT PERNYATAAN SEWA KENDARAAN

SURAT PERNYATAAN
(sewa kendaraan)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan dalam tim
Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Surat Tugas No. ................... Tanggal ............ ditugaskan untuk melakukan Audit
pada:

L e dst

Mengingat di lokasi...... (alasan disesuaikan untuk keperluan yang insidentil dan dilaksanakan

dengan efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan), maka Tim
memutuskan untuk menggunakan sewa kendaraan berupa (kendaraan roda-4, Speedboat, atau
charter pesawat terbang) dengan rincian sebagai berikut (kuitansi terlampir).

Lama
No Uraian Lokasi Tarif Jarak Total *Keterangan
Tempuh
1 Mobil
2 | Speedhoat SEMUA KOLOM HARUS DIISI DENGAN LENGKAP
3 Motor/Ojek
4 Charter Pesawat
Dst

Total

Dengan ini menyatakan bahwa segala kuitansi terlampir terhadap bukti-bukti sewa kendaraan
yang disampaikan oleh Tim dalam hal ini diajukan oleh Ketua Tim dan diketahui/disetujui
pelaksanaanya oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu/Inspektur adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan, apabila bukti-bukti tersebut tidak benar maka Kami dalam hal ini Tim
yang menggunakan sewa kendaraan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku umum.

Jakarta, tanggal, bulan, tahun

« Kuitansi sewa kendaraan dikeluarkan oleh Badan Yang memberi keterangan
Usaha yang memiliki ijin sewa yang mencantumkan Ketua/ Anggota
informasi alamat dan no. telepon badan usaha
tersebut (untuk kuitansi yang tidak berbadan Materai
usaha WAJIB menggunakan Materai dan
melampirkan Photo Copy STNK). Rp 10000

< Untuk Sewa Speed Boat WAJIB melampirkan
Dokumentasi/ SpeedBoat. ..................................

< Untuk keterangan dapat diisi (nopol. Mobil, Nama NIP:
Speedboat, Nama  Pilot/informasi mengenai
kendaraan tersebut).

% Jumlah Uraian mengikuti dengan jumlah kuitansi Dalnis/Daltu/Inspektur
yang dilampirkan.

Mengetahui/Menyetujui
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F. FORM SURAT PERNYATAAN KEBENARAN ATAS BUKTI-BUKTI
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN
(kebenaran atas bukti-bukti perjalanan dinas)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan :
Jabatan
Peran : Anggota/Ketua/Dalnis/Daltu/Pengawas
No.ST
Lokasi Penugasan

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen/berkas-berkas pertanggungjawaban
perjalanan dinas yang saya sampaikan sebagaimana terlampir adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan, apabila bukti-bukti tersebut tidak benar maka saya bersedia

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

........................ gesessseccsssens

Yang membuat Pernyataan
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FORM PENGGANTIAN
PENGGANTIAN

1. Penggantian BBM Perjalanan Dinas kendaraan pribadi

Batas Maksimal
Rute Klaim Transportasi
(BBM)
Jakarta-Bandung (PP) Rp300.000
Jakarta-Cirebon (PP) Rp370.000
Jakarta-Patimban (PP) Rp250.000
Jakarta-Merak Cilegon (PP) Rp200.000

Catatan: Kota Tujuan selain dari tabel di atas menggunakan perhitungan 1 liter/15 km di luar biaya tol

2. Jenis transportasi darat dari tempat kedudukan ke wilayah sekitar
Daerah Khusus Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung,
Serang dan sekitarnya)

Moda Batas Kelas Transportasi
JKT-BDG KCIC Whoosh | Maksimal Kelas Ekonomi Premium
Taksi Maksimal Blue Bird atau setara
Taksi online Setara GOCAR Reguler
Kereta Api Maksimal Kelas Eksekutif
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FORM SURAT KETERANGAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D e eiieeeaeeaaaan
NIP L e
Pangkat L e e
Jabatan L e

Telah melaksanakan tugas sesuai Surat Tugas Nomor: ST-ITJEN I/............
tanggal = ......... ditugaskan untuk Melaksanakan kegiatan
.......................................... yang dilaksanakan pada tanggal .............c.cceeenenne.

Menerangkan bahwa dalam pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas
tidak menyampaikan bukti penginapan (hotel) untuk tanggal ............
dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang bersangkutan menginap
di rumah .......... yang beralamat ..............

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR JENDERAL,

JAROT TRI WARDHONO




